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Abstrak 

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu BPPKAD Kabupaten Probolinggo dalam 
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud. Melalui kegiatan 
pelatihan, diskusi, dan bimbingan teknis, aparatur BPPKAD diberikan pemahaman mengenai 
pengakuan, pengukuran, serta pelaporan aset tak berwujud sesuai ketentuan SAP. Hasil kegiatan 
menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam mengelola data aset tak 
berwujud secara lebih akurat dan sesuai standar. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas laporan keuangan daerah serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah. 
Kata Kunci - Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud, BPPKAD, Pendampingan, Laporan 
Keuangan Daerah 
 

Abstract 
This mentoring activity aims to assist the Regional Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) 
of Probolinggo Regency in implementing the Government Accounting Standards (SAP) related to 
intangible assets. Through training sessions, discussions, and technical guidance, BPPKAD officials were 
provided with an understanding of the recognition, measurement, and reporting of intangible assets in 
accordance with SAP regulations. The results of the activity indicate an improvement in the knowledge 
and skills of the staff in managing intangible asset data more accurately and in compliance with the 
standards. This assistance is expected to enhance the quality of regional financial reports and support 
transparency and accountability in local government financial management. 
Keywords - Government Accounting Standards, Intangible Assets, BPPKAD, Assistance, Regional 
Financial Reports 
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PENDAHULUAN   
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel(Vidyasari & Suryono, 2021). Salah satu 

komponen yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah aset tak berwujud . Aset 
ini memiliki karakteristik unik karena tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomi 

atau jasa di masa mendatang(Sahgal, 2024). Contoh aset tak berwujud di sektor publik antara lain 
perangkat lunak, hak cipta, lisensi, dan dokumen hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya, 

pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud seringkali menimbulkan tantangan karena sulit untuk 

diidentifikasi dan diukur secara akurat(Wulandari et al., 2024). 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo 

sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah 
menghadapi berbagai kendala dalam mengelola aset tak berwujud(Lailatul Fitria & Mubaroq, 2021). 

Petugas di lapangan kerap mengalami kesulitan dalam membedakan antara aset berwujud dan aset 
tak berwujud. Misalnya, masih terdapat kesalahpahaman bahwa barang fisik seperti lemari dapat 

dikategorikan sebagai aset tak berwujud, padahal menurut ketentuan SAP, lemari termasuk dalam aset 

tetap berwujud(Kotler (2012:284), 2020). Kesalahpahaman seperti ini dapat menyebabkan kesalahan 
pencatatan yang tidak sesuai standar, sehingga berdampak pada akurasi laporan keuangan pemerintah 

daerah(Utari et al., 2020).  
Selain permasalahan klasifikasi, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan 

pengetahuan teknis pegawai mengenai cara mengukur nilai aset tak berwujud dan bagaimana 

mengakuinya sesuai standar akuntansi(Rosdiana & Viska Anggraita, 2024). Banyak pegawai yang 
belum memahami metode penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar, sehingga 

terjadi perbedaan dalam praktik pencatatan. Hal ini pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan 
keuangan yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dari 

pemerintah daerah(Supratno et al., 2021). 
Berdasarkan permasalahan tersebut, pendampingan dalam penerapan SAP terkait aset tak 

berwujud menjadi hal yang sangat penting. Program ini dirancang sebagai kontribusi akademik untuk 

memberikan pemahaman yang lebih jelas sekaligus panduan praktis bagi pegawai dalam penyusunan 
laporan keuangan(Sukma sari, 2024). Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada 

penjelasan teoritis, tetapi juga mencakup simulasi praktis dan bimbingan teknis yang memungkinkan 
pegawai untuk secara langsung memperbaiki kesalahan pencatatan, seperti kekeliruan dalam 

mengklasifikasikan aset berwujud sebagai aset tak berwujud. Melalui pendampingan ini, diharapkan 

pegawai BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat meningkatkan kapasitas dalam mengelola aset sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kualitas, 

transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah(Supratno et al., 2021). 
 

METODE  
Metode yang digunakan dalam program pendampingan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo disusun secara 

sistematis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pejabat dalam proses pencatatan 
dan pelaporan. Tahapan kegiatan meliputi kegiatan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan 

setelah pelaksanaan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara utuh dan berkelanjutan. 
1. Sebelum program 

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara singkat 

dengan pejabat BPPKAD. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam 
memahami definisi aset tak berwujud, membedakannya dengan aset berwujud, serta dalam 

menerapkan metode pengakuan dan pengukurannya. 
Selanjutnya, dilakukan penyusunan materi pelatihan yang mencakup kajian teoritis 

mengenai SAP, studi kasus aset tak berwujud di sektor publik, serta penyusunan modul pelatihan 

yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan BPPKAD. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak 
BPPKAD untuk menentukan jadwal, tempat, dan peserta yang akan terlibat dalam kegiatan. 

2. Selama program 
Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk pendampingan langsung dengan menggabungkan 

pendekatan teoritis dan praktis. Pada bagian teoritis, fasilitator memberikan penjelasan mengenai 

konsep dasar SAP, khususnya tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tak berwujud. 
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Sesi diskusi interaktif kemudian dilakukan untuk menggali pemahaman peserta, termasuk 
menyoroti kesalahan umum seperti pengelompokan barang berwujud (misalnya lemari) sebagai 

aset tak berwujud. 

Pada bagian praktis, peserta dibimbing untuk melakukan simulasi akuntansi terkait aset tak 
berwujud sesuai dengan ketentuan SAP. Simulasi tersebut mencakup proses identifikasi aset, 

penilaian nilai wajar, dan pengakuan dalam laporan keuangan. Peserta dibagi ke dalam kelompok 
kecil untuk mengerjakan studi kasus, kemudian hasilnya dipresentasikan dan dievaluasi bersama. 

Pendekatan ini memastikan setiap peserta benar-benar memahami perbedaan dan perlakuan 
akuntansi terhadap aset tak berwujud. 

3. Setelah program 

Tahap tindak lanjut dilakukan dengan mengevaluasi hasil pencatatan dan simulasi yang 
dilakukan oleh peserta. Evaluasi meliputi pemahaman peserta terhadap materi, keterampilan 

praktis, serta perubahan pola pikir dalam membedakan aset berwujud dan tak berwujud. Selain 
itu, tim pendamping memberikan rekomendasi kepada BPPKAD untuk memperbarui pedoman 

pencatatan aset, menyusun panduan internal yang lebih sederhana, serta melaksanakan pelatihan 

berkelanjutan guna menjaga pemahaman terhadap SAP. 
Kegiatan tindak lanjut lainnya dilakukan melalui pemantauan informal, seperti komunikasi 

dengan BPPKAD melalui laporan singkat atau diskusi terbatas setelah program selesai. Langkah 
ini dilakukan untuk memastikan hasil pendampingan dapat diterapkan secara konsisten dalam 

penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas laporan semakin baik dan sesuai dengan standar 
yang berlaku. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil  

Program pendampingan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak 
berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo menghasilkan beberapa capaian penting dalam 

meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar 

peserta masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara aset berwujud dan aset tak berwujud, 
yang seringkali menyebabkan kesalahan klasifikasi, seperti mengelompokkan barang berwujud seperti 

lemari sebagai aset tak berwujud. Setelah melalui tahapan pendampingan, peserta menunjukkan 
peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka(Sukmaningrum, 2023). 

Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi jenis-jenis aset tak 

berwujud yang relevan dengan pemerintah daerah, seperti perangkat lunak, hak cipta, lisensi, dan 
dokumen hukum tertentu(Adhitya, 2023). Selain itu, mereka juga mampu melakukan pengukuran dan 

pencatatan sesuai dengan ketentuan SAP. Kemajuan ini terlihat dari hasil simulasi akuntansi yang 
dilakukan selama program, di mana sebagian besar peserta berhasil menyusun jurnal sesuai dengan 

prinsip akuntansi pemerintahan(Adhitya, 2023). 

Selain peningkatan keterampilan teknis, terjadi pula perubahan pola pikir peserta terhadap 
pentingnya pengelolaan aset tak berwujud. Sebelumnya, kegiatan pencatatan sering dipandang hanya 

sebagai rutinitas administratif. Namun setelah mengikuti program, peserta memperoleh pemahaman 
yang lebih mendalam bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar memiliki peran strategis 

sebagai instrumen akuntabilitas publik. Kesadaran ini mendorong para aparatur untuk lebih teliti, 
cermat, dan konsisten dalam proses pencatatan(Pidana et al., 2024). 

Capaian penting lainnya adalah meningkatnya keterbukaan peserta dalam membahas 

permasalahan nyata yang mereka hadapi di lingkungan kerja, seperti keterbatasan data pendukung, 
kesulitan dalam menentukan nilai wajar aset, dan belum optimalnya sistem informasi yang terintegrasi. 

Melalui program pendampingan, permasalahan tersebut diatasi dengan solusi praktis, seperti 
penggunaan metode penilaian alternatif dan peningkatan koordinasi antarbagian(Saputra et al., 2025). 

Secara keseluruhan, hasil program menunjukkan bahwa pendampingan ini berhasil 

meningkatkan kapasitas aparatur BPPKAD dalam mengelola aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan 
SAP. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga 

mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel(Darmawati 
et al., 2024). 

B. PEMBAHASAN 
Hasil dari program pendampingan menunjukkan bahwa pemahaman aparatur BPPKAD 
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Kabupaten Probolinggo mengenai aset tak berwujud meningkat secara signifikan setelah pelaksanaan 
program. Hal ini membuktikan bahwa metode pendampingan yang dilakukan, melalui kombinasi 

penyampaian materi, pelatihan teknis, simulasi akuntansi, dan konsultasi praktis, mampu memberikan 

dampak nyata. Diskusi interaktif memungkinkan peserta tidak hanya menerima pengetahuan secara 
pasif, tetapi juga mengaitkannya dengan permasalahan riil yang mereka hadapi dalam pekerjaan 

sehari-hari(Difa Aulia Salsa Bella Islami et al., 2023). 
Sebelum program dilaksanakan, banyak aparatur yang masih bingung dalam membedakan 

antara aset berwujud dan aset tak berwujud. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan 
yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan daerah. Misalnya, terdapat kecenderungan untuk 

mengklasifikasikan barang fisik seperti lemari sebagai aset tak berwujud akibat kurangnya pemahaman 

mendalam. Setelah adanya pendampingan, kesalahan seperti ini berhasil diminimalkan karena para 
aparatur telah memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang klasifikasi aset sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP)(Suryani, 2021). 
 

 
Gambar 1. Pelaksanaan Aset Tak Berwujud 

 

Selain itu, kegiatan ini menekankan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
terkait aset tak berwujud tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada 

kesadaran aparatur terhadap fungsi strategis laporan keuangan. Perubahan pola pikir dari sekadar 

memandang laporan keuangan sebagai dokumen administratif menjadi instrumen akuntabilitas publik 
menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih kuat. Dengan 

meningkatnya kesadaran tersebut, aparatur diharapkan dapat lebih konsisten dalam menjaga kualitas 
laporan keuangan, sehingga mampu meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam tata 

kelola pemerintahan daerah(Nasution et al., 2024). 

Pembahasan juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan, 
seperti keterbatasan data pendukung, kesulitan dalam penilaian nilai wajar aset, serta belum 

tersedianya sistem informasi yang sepenuhnya terintegrasi. Namun, melalui bimbingan teknis dan 
konsultasi, diperoleh solusi sementara, misalnya dengan penerapan metode penilaian alternatif atau 

penguatan koordinasi antarbagian untuk melengkapi data yang dibutuhkan(Terapan et al., 2024). 

Dengan demikian, program pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam 
peningkatan keterampilan, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan sistem yang lebih baik di 

masa mendatang(Frimansyah, 2025). 
Secara lebih luas, kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara kalangan akademisi dan 

pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Hasil positif dari 
program ini berpotensi untuk diterapkan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa(Handini et 

al., 2025). Oleh karena itu, pendampingan dalam penerapan SAP, khususnya terkait aset tak berwujud, 

dapat menjadi model sinergi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan dalam mewujudkan 
laporan keuangan daerah yang lebih andal(Supratno et al., 2021). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Kegiatan pendampingan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak 

berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo telah berhasil meningkatkan pemahaman dan 
keterampilan aparatur dalam mengelola serta melaporkan aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan 

SAP. Melalui pelatihan, simulasi, dan bimbingan teknis, aparatur mampu membedakan antara aset 
berwujud dan tidak berwujud, serta menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel. 

Selain peningkatan kemampuan teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya 

laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas publik. 
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Agar hasil pendampingan ini berkelanjutan, disarankan agar kegiatan serupa terus 
dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. BPPKAD perlu memperkuat sistem informasi akuntansi yang 

terintegrasi serta meningkatkan koordinasi antarbidang untuk mendukung pencatatan aset tak 

berwujud secara optimal. Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga akademik juga perlu 
dipertahankan guna memastikan penerapan SAP berjalan sesuai standar dan mampu meningkatkan 

transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
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